DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 26 Juli 2016
Kepada
Yth. 1. Para Pimpinan  Yayasan
Penyclenggara Pendidikan
2. Para Pimpinan Lembaga
Pendidikan Negeri dan Swasta
di
Jakarta
SURAT EDARAN
NOMOR T1 JSEj2018
TENTANG

PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN 1ZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kcbudayaan Nomor 36 Tahun

2014, Peraturan Gubemur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Guberur Nomor 7
Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikus :
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lzin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan
atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Piniu (BPTSP), segera ditindaklanjuti dengan
pengurusan !zin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan.

lzin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan
dan atau Badan Pealayanan Terpadu Satu Pirtu tetap berlaku sepanjang lembaga
pendidikan dimaxsud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat,
dan status lemkaga, sehingga lembaga pendidikan cimaksud tidak perlu mengurus
perpanjangan izin operasional.

Izin operasional serbagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewaktu-waku
manakala lembaga penddikan tidak memsnuhi ketentuzan penyelenggaraan pendidikan
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kordisi sekolah dengan
menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan
Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up. Bidang
Persekolahan dan Bidang PAUDNI paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.

Khusus pemmohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (FAUD) atau
Satuan MPaud Sejenis yang berada di zona perumahan yang bersifat non profit/non
kamersil serfa bukan diselenggarakan oleh lembaga berbadan hukum, pemohon harus
melampirkan ;
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a. Pernyataan persetujuan (di atas meterai) dari pemilik tanah dan bangunan; dan
b. Persetujuan tetangga disskitarnya sebagai pengganti UUG.,

P_emqnfaatan fasilitas sekolah negsri oleh yayasan sekolah swasta hanya dapat
diberikan dengan adanya perjanjian kerjasama antara yayasan dengan Pemerintah

Provinsi DKI Jakarla, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta.

Khusus satuan pendidikan SMK yang telah memiliki zin operasional dan terakreditasi
dapal mengembangkan/menambah kompetensi keahlian baru sesuai hasil analisis
wntutan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, setelah mendapatkan izin dari Dinas
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

serta penuh tanggung jawab.
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Tembusan :
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Gubermur Provinsi DK| Jakarta

Wakil Gubernur Provinsi DKI| Jakarta

Sekretaris Daerah Provinsi DKi Jakarta

Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta

Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Kepala BFTSP Provinsi DK/ Jakarta

Kepala Bire Dikmental Setda Provinsi DK! Jakarta
Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DK Jakarta
Ketua BAP-S/M Provinsi DKI Jakaila

. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DK| Jakarta
. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
. Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah | dan Wilayah Il Kota Administrasi di Provinsi

DKl Jakarta

. Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administrasi Kep. Seribu

. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikar Kecamatan di Previnsi DKI Jakarta
. Para Pengawas SD, SMP, SMA, SMK dan PLB Provinsi DKI Jakarta

. Para Penilik PAUDNI Provinsi DKI Jakarta.
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FAYA. RAYA PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
JU Prapanca Raya No. 9 Laniai 11 Kebayoran Baru

LI eirrny Beishorn Pandldiben Nasianmi e 20 Tahm 2002
L tandeng Pemmrmishan Daersh M3, Tatun 2004
S Aubamyr O3 I pkare N 43 Tahun 2050

Keputusan Kepnla Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakaria Selgtan No, 1574 /2013

v JLINMENYELENGGARAKAN PKBM

Wama Lembaga : PKBM KINARYA DAYA ADI

Alamat : I Tridarma Utama T/ 12, Telp.021- 7663724 &z - 002 Rew - 012
! Kphirafan (Glandak Barat Kecamatan : (ilandak
: Kot Administran Jakgria Selatan

Rumpur Pendidifan r Kfinsus

Jerds Pendidifan s Kesetaraam, Krterampilan dan Caud

Femilif / Cenyebmpgara : Yopie Daftfan, MBA

Penanigging Jowalh Pendidifpn | Vopie Dalilen, MBA

Takap : fzin Perpanjangan

Dengan memperbatikan syzrat-syarat yung ditetapkan dalum keputusan, izin penyelenggaraan tersebat berlaku terhitung malai tangesl

7 Miei 2013 s pai dengan T Mg 2016

- Drs. H. SUHARYANTO, MM
NIT. 19600420 1984631007
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